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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 14  TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN

Menimbang

Mengingat

GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
adalah jenis pajak daerah yang dapat dipungut dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);




10.

1.

12.

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I Banjarbary (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesig Nomor 3822);

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 41 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam
Penegakkan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Banjarbary Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipit di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor
0)-

y

Peraturan Daerah Kota Banjarbary Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Banjarbary (Lembaran Daerah Kota Banjarbary Tahun 2008 Nomor 2
Seri D Nomor Seri 1);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN

GOLONGAN cC.

Pasai |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2000
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. (Lembaran

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasaj 2 ayat (3) diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai

berikut :

“(3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pemanfaatannya

harus memiliki nilaj ekonomis atau nilaj jual”

Pasaij lI
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Banjarbaru,

Ditetapkan di Banjarbary

pada tanggal 25 Hovember 2009

WALIK BANJARBARU,

M

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjar,
pada tanggal 26 :ive,

BUDI YAMIN

LEMBARANDAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI 3 NOMOR SERI 3

-_—




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN ¢

Il. PASAL DEM) PASAL
Pasal |

“Pasal 2

yang dijual, hal ini dilakukan untuk menghindari pPemungutan
pajak bahan galian golongan ¢ yang diambil/dimanfaatkan untuk
kegiatan bengurugan yang masih dalam satu areal kegiatan
dan dimanfaatkan secara sepihak.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7



